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untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan 
keterjangkauan obat yang
 
merata dan efektif di pelayanan kesehatan. Di era JKN 
Ketersediaan obat yang terjamin kuantitas dan kualitasnya, dipengaruhi oleh 
manajemen pengelolaan obat yang terlaksana dengan baik dan lancar. Apabila fungsi 
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 Drug management aims to ensure the continuity of availability and 
affordability of drugs that are evenly distributed and effective in health services. In the 
JKN era, the availability of drugs with guaranteed quantity and quality was influenced 
by the well-executed and smooth management of medicines. If the management 
function does not run well and according to standards, the achievement of goals will 
not be achieved optimally. This study aims to determine the description of the 
evaluation of drug management in the JKN era at the UPTD Municipal Pharmacy 
Installation of the Kupang City Health Office in 2019. 
 This research is a descriptive quantitative research, data collection was 
carried out retrospectively to determine the description of the evaluation of drug 
management in the JKN era based on the Technical Guidelines for Managing Public 
Medicines and Health Supplies 2017-2019 at the UPTD Municipal Pharmacy 
Installation of the Kupang City Health Office in 2019. 
 The results showed that the management of JKN era drug management at the 
UPTD City Pharmacy Installation of the Kupang City Health Office in 2019 met the 
standards based on the Technical Guidelines for the management of performance 
indicators for the management of public drugs and health supplies for 2017-2019 
compiled by the directorate general of pharmaceuticals and tools. health ministry of the 
Republic of Indonesia. 
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Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan 
patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kemenkes, 
2014). Akses terhadap obat merupakan hak asasi manusia, salah satu faktor penentu 
akses obat adalah ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan (Pramukantoro, 
2018). 
Ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan sangat mempengaruhi 
kualitas pelayanan dan keberhasilan pengobatan yang diberikan. Hal ini 
menyebabkan fasilitas kesehatan harus memiliki ketersediaan obat yang cukup dan 
lengkap tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas dari obat tersebut. 
Melihat betapa pentingnya peranan obat dalam pelayanan kesehatan, maka perlu 
adanya fungs i manajemen yang baik yaitu: perencanaan, penerimaan, 
penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Apabila fungsi 
manajemen itu tidak berjalan dengan baik maka pencapaian tujuan tidak tercapai 
dengan optimal (Depkes RI, 2005). 
Manajemen pengelolaan obat yang dilakukan dengan baik dan sesuai 
standar operasional prosedur yang ditetapkansangat mempengaruhi terjaminnya 
ketersediaan obat secara kuantitas dan kualitas (Kasmawati et al, 2018). 
Pengelolaan obat bertujuan menjamin ketersediaan obat yang bermutu baik, secara 
tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu serta digunakan secara rasional dan supaya 
dana yang tersedia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan 
guna memenuhi kepentingan masyarakat yang berobat ke unit pelayanan kesehatan 
dasar (Oktaviani, 2015) 
Ketersediaan obat bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen 
pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Di era Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN), pusat pelayanan kesehatan diharuskan dapat 




penyelenggara JKN dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang 
salah satunya dilakukan dengan cara memastikan ketersediaan obat, Penyediaan 
obat dalam JKN telah diatur dalam Formularium Nasional (Fornas)yang disusun 
oleh Komite Nasional (Komnas) Penyusunan Fornas. Dengan diberlakukannya 
program JKN maka ketersediaan obat saat ini menjadi suatu tuntutan pelayanan 
kesehatan (RAK, 2018). 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan yang 
memberikan perlindungan kesehatan kepada semua penduduk Indonesia yang 
termasuk dalam peserta JKN. Dalam program JKN, peserta diberikan jaminan 
dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan, salah satu subsistem dalam JKN 
adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, tentunya obat merupakan 
komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan(Kemenkes-RI, 2014). 
Upaya yang dilakukan pemerintah sejak diberlakukannya program jaminan 
kesehatan (JKN) menjadi isu yang sangat aktual di fasilitas kesehatan tingkat 
pertama khususnya di puskesmas, belum adanya jaminan ketersediaan obat yang 
sesuai dengan Formularium Nasional pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan kepada peserta program JKN. Puskesmas masih mengalami kesulitan 
dalam penyediaan obat, sehingga peserta program  JKN harus mengeluarkan biaya 
tambahan. Manajemen  pengelolaan sediaan farmasi untuk mendukung pelayanan 
kesehatan kepada pasien  peserta program JKN belum memadai (Sri et al, 2018). 
Puskesmas mendapatkan obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota 
Kupang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang merupakan Unit pelaksana teknik yang melakukan tugas 
mengelola obat dari proses perencanaan, pengadaan sampai pada pendistribusian 
obat ke sarana kesehatan puskesmas (Profil Dinkes Kota Kupang, 2018). UPTD 
Instalasi Farmasi Kota Kupang sesuai dengan tugasnya bertangggung jawab 
terhadap ketersediaan obat di 11 puskesmas yang ada di wilayah kerja Kota 
Kupang. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 target 
presentase ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (puskesmas) tahun 
2018 harus mencapai 90%. Namun dari Data Profil Dinas Kesehatan Kota Kupang 
tahun 2018, persentase ketersediaan obat di Puskesmas hanya berjumlah 72,73%. 




manajemen pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota 
Kupang.  
Melihat nilai persentase ketersediaan yang tidak mencapai target indikator 
standar yang di tetapkan maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi 
manajemen pengelolaan obat setelah implementasi JKN di UPTD Instalasi Farmasi 
Dinas Kesehatan Kota Kupang pada tahun 2019. 
1.2 RumusanMasalah 
Berdasarkanpermasalahantersebut, makarumusanmasalahdaripenelitian ini 
adalah “Bagaimanaevaluasimanajemen pengelolaanobatsetelahimplementasi JKN 
di UPTD InstalasiFarmasi KotaDinasKesehatan Kota Kupang periode tahun 
2019?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 TujuanUmum : 
Untukmengetahui evaluasi manajemen pengelolaan obat di UPTD 
Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang. 
1.3.2 Tujuan Khusus : 
1. Untuk mengetahui persentase manajemen pengelolaan obat setelah 
implementasi JKN berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Tata 
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Farmasi tahun 2017-2019 di UPTD 
Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang periode tahun 
2019. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 
pengelolaan obat setelah implementasi JKN di UPTD Instalasi Farmasi 
DinasKesehatan Kota Kupangperiodetahun 2019. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaatdaripenelitianini : 
1. Bagi UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kupang sebagai bahan 
pertimbangan dalam melakukan pengendalian ketersediaan obat dengan 
memenejem pengelolaan yang baik setelah implementasi JKN sehingga 





2. Bagi institusi diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 
institusi, serta menambah pustaka tentang evaluasi manajemen pengelolaan 
obat setelah implementasi JKN di UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang. 
3. Bagi peneliti diharapkan  memperoleh pengalaman, pengetahuan dan dapat 
meningkatkan pemah aman tentang manajemen pengelolaan obat setelah 
implementasi JKN di UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota 
Kupang. 
1.5 KeaslianPenelitian 
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2.1 Konsep Dasar 
2.1.1 Pengertian Obat 
Obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk seluruh 
makhluk hidup guna menentukan diagnosis, mencegah mengurangi, 
menghilangkan, menyembuhkan penyakit dan gejala penyakit (Syamsuni, 
2007). Adapun pengertian obat secara khusus, antara lain : 
a. Obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam 
bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep atau 
bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope 
Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. 
b. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas 
nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus 
sasli dari pabrik yang memproduksinya. 
c. Obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat 
ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, 
pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak 
diketahui khasiat dan kegunaannya. 
d. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami 
Indonesia, yang diolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan 
digunakan dalam pengobatan tradisional. 
e. Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, 
tumbuhan, dan hewan), yang diolah secara sederhana atas dasar 
pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 
f. Obat essensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan 
kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat 






g. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam 
Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. 
2.1.2 Penggolongan Obat 
1. Penggolongan obat berdasarkan penandaan sesuai Peraturan Menteri 
Kesehatan No.917/MENKES/PER/X/1993 dikelompokkan menjadi:  
a. Obat bebas 
Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan 
tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang 
dianjurkan; diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan 
garis tepi hitam. 
b. Obat bebas terbatas (daftar W = waarschuwing = peringatan) 
Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan 
tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau 
pabrik obat itu, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna 
biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan. 
c. Obat keras (daftar G = geverlijk = berbahaya) 
 Obat keras adalah semua obat yang memiliki takaran dosis 
minimum (DM), diberi tanda khusus lingkaran bulat merah garis 
tepi hitam dan huruf K menyentuh garis tepinya, semua obat baru 
kecuali ada ketetapan pemerintah bahwa obat itu tidak 
membahayakan, dan semua sediaan parenteral/injeksi/infuse 
intravena. 
d. Psikotropika 
Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi proses mental, 
merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran atau perasaan 
dan kelakuan seseorang. Contohnya golongan barbital atau 
luminal, diazepam, dan ekstasi. 
e. Narkotika 
Narkotika adalah obat yang diperlukan dalam bidang 
pengobatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta 
dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihanyang sangat 




Contohnya kodein, metadon, petidin, morfin, dan 
opium(Syamsuni, 2007). 
2. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat dikelompokkan 
menjadi: 
a. Bentuk gas; contohnya, inhalasi, spray aerosol. 
b. Bentuk cair atau larutan; contohnya, lotio, dauche, infus 
intravena, injeksi, epithema, gargarisma, obat tetes, eliksir, 
sirup dan potio. 
c. Bentuk setengah padat;  misalnya salep mata (occulenta), gel, 
cerata, pasta, krim, salep (unguetum). 
d. Bentuk padat; contohnya, supositoria, kapsul, pil, tablet, dan 
serbuk(Syamsuni, 2007). 
2.1.3 Pengelolaan Obat 
2.1.3.1 Definisi  
Pengelolaan Sediaan Farmasi merupakan salah satu kegiatan 
pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, 
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan 
pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk 
menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat yang efisien, 
efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga 
kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan 
pengendalian mutu pelayanan (Permenkes RI, 2016). 
Pengelolaan obat menurut pedoman pengelolaan obat publik dan 
perbekalan kesehatan di daerah kepulauan, meliputi (Depkes RI, 2007) : 
a. Perencanaan 
Perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan 
kesehatan adalahsalah satu fungsi yang menentukan dalam 
proses pengadaan obatpublik dan perbekalan kesehatan.Tujuan 
perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan 
adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan 
pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar 




perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan 
diawali dari data yang disampaikan Puskesmas (LPLPO) ke IF 
di Kabupaten/Kota yang selanjutnyadikompilasi menjadi 
rencana kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan di 
Kabupaten/Kota 
b. Penyimpanan 
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan 
memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan 
yangditerima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian 
sertagangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. 
Tujuan penyimpanan obat-obatan adalah untuk memelihara 
mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung – 
jawab, menjaga kelangsungan persediaan dan memudahkan 
pencarian dan pengawasan 
c. Distribusi  
Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam 
rangkapengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, 
terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari instalasi 
farmasisecara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan 
unit-unitpelayanan kesehatan. Tujuan distribusi adalah 
terlaksananya distribusi obat publik dan perbekkes secaramerata 
dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan 






2.3.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan obat 
dalam meningkatkan tersedianya obat  
Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana  Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2017-2019 yang di susun 
oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia unsur-unsur yang dapat mempengaruhi atau dapat menjadi 
faktor dalam mempengaruhi manajemen pengelolaan obat dan vaksin adalah 
sebagai berikut: 
a. Sumber Daya  
1. Struktur organisasi 
 Adanya struktur organisasi untuk mengetahui tanggung jawab 
dalam melakukan tugas dan fungsi jabatan dalam suatu instansi, yang 
meliputi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau seksi farmasi 
2. Sumber daya manusia 
 Sumber daya yang dimaksud ialah apoteker penanggung jawab dan 
Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, 
Analisis Farmasi) dan juga tenaga lainnya. Jumlah sumber daya manusia 
juga dapat mempengaruhi manajemen pengelolaan obat.  
3. Sumber daya lainnya 
 Sumber daya lainnyaadalah biaya operasional, untuk menunjang 
proses pengelolaan obat seperti biaya pemeliharaan, biaya distribusi dan 
biaya lainnya. 
4. Sarana dan Prasarana  
 Memiliki kelengkapan sarana prasarana yang memadai yang dapat 
menjamin keamanan dan mutu dari obat, kelengkapan sarana dan 






b. Pengelolaan  
1. Perencanaan  
 Tersedianya SOP atau prosedur tertulis perencanaan obat, 
tersedianya tim perencanaan obat yang mempunyai rencana kerja dan 
berfungsi. 
2. Penerimaan 
 Tersedianya SOP dan buku penerimaan obat serta petugas yang 
diberi tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian antara obat yang 
diterima dengan item obat yang dikirim yang tercatat pada dokumen 
pengiriman dan juga adanya petugas yang memeriksa kondisi kemasan 
dan tanggal kadaluwarsa. 
3. Penyimpanan  
 Tersedianya SOP serta ruanganpenyimpanan obat yang bersih dan 
rapi dan bebas dari binatang pengerat dan serangga. Ruangan 
penyimpanan memiliki ventilasi dan sirkulasi udara serta penerangan 
yang memadai. Penataan disesuaikan dengan tanggal kadaluwarsa dan 
jika ada obat kadaluwarsa maka disimpan terpisah. Penyimpanan juga 
memperhatikan obat program maupun non program, bentuk sediaan dan 
alfabetis. Dan melakukan pengamatan mutu obat secara organoleptis dan 
juga tersedia ruang yang cukup untuk bergerak. 
4. Distribusi 
 Tersedia SOP distribusi obat dan petugas yang bertanggung jawab 
untuk mendistribusikan obat ke sarana kesehatan seperti puskesmas dan 
memiliki jadwal yang tetap dan dilengkapi dengan dokumen 
penyerahan/pengiriman obat dan perbekalan kesehatan. 
Tersedia sarana untuk repacking obat seperti kardus dan plastik obat dan 
juga memperhitungkan stok optimum. 
5. Pencatatan dan pelaporan 
 Tersedia SOP pencatatan dan pelaporan serta kartu stok untuk setiap 
item dan juga tersedianya dokumen dinamika logistik obat/ laporan 




verifikasi data LPLPO puskesmas dan  tersedia catatan tersendiri untuk 
obat kadaluwarsa. 
6. Pemusnahan 
 Tersedianya SOP dan berita acara pemusnahan dan adanya petugas 
farmasi yang telibat dalam proses pemusnahan. 
7. Pengembangan kompetensi 
 Melaksanakan bimbingan teknis ke puskesmas dan melakukan 
pertemuan koordinasi dengan puskesmas. 
 Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana  Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2017-2019 yang 
disusun oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, memiliki nilai standar 
manajemen pengelolaan obat di instalasi farmasi. Instalasi farmasi 
kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai 
standar bila total skor ≥ 70. Perhitungan skor dilaksanakan terhadap unsur 
sumber daya dengan sub total bobot 60, dan unsur pengelolaan dengan 
sub total 40 dapat dilihat pada lampiran 5 lembar checklist hal 40-43.Total 
Skor Manajemen Pengelolaan Obat = Sub Total Skor Sumber daya (A) + 
Sub Total Skor Pengelolaan (B).  
2.1.4 Ketersediaan Obat 
Ketersediaan merupakan gambaran jumlah dan jenis obat yang 
tersedia di pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk jangka waktu 
tertentu. Ketersediaan obat akan meningkatkan terjangkaunya akses obat 
oleh masyarakat (Prasetyo, 2016). Ketepatan dan kebenaran data di instalasi 
farmasi kotaakan berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan perbekalan 
kesehatan secara keseluruhan di puskesmas. Dalam proses perencanaan 
kebutuhan obat pertahun puskesmas diminta menyediakan data pemakaian 
obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan 
Obat (LPLPO). Kemudian Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan (UPOPPK) akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap 




Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang di 
susun oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, target presentase ketersediaan 
obat di sarana pelayanan kesehatan (puskesmas) tahun 2018 mencapai 90% 
sedangkan untuk tahun 2019 mencapai 95%. 
2.1.5 Definisi Jaminan Kesehatan Nasional 
Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan 
program Jaminan Sosial oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. 
Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat 
wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas 
risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya 
(UU SJSN No.40 tahun 2004). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
merupakan program jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan 
kepada peserta. Dalam program JKN, peserta diberikan jaminan dalam 
bentuk pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif, meliputi 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan alat 
kesehatan. Salah satu subsistem dalam JKN adalah sediaan farmasi, alat 
kesehatan, dan makanan, tentunya obat merupakan komponen penting 
dalam upaya pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah agar semua penduduk 
Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  masyarakat yang layak (Kemenkes-
RI, 2014) 
2.1.6 Definisi UPTD Instalasi Farmasi 
UPTD Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana teknis dinas yang 
berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Dinas dalam 
menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, unit pelaksana teknis dinas di 
pimpin oleh kepala instalasi farmasi yang berada di bawah tanggung jawab 
kepala dinas. (Dinkes Kab Batang Hari, 2019) 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 tentang Tindak Lanjut Peraturan 




Bidang Kesehatan menetapkan bahwa Gudang Farmasi Kabupaten/Kota 
(GFK) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, oleh karena itu segala sesuatunya menjadi wewenang dan 
kewajiban Pemerintah Daerah yang bersangkutan, termasuk biaya rutin dan 
operasional. Fungsi Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1995 adalah melakukan penerimaan, 
penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan 
perbekalan farmasi. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat 
secara umum baik obat yang ada dalam persediaan maupun obat yang akan 
di distribusikan. Serta melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan 
dan lain-lain. 
Kemenkes RI Nomor 2461/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman 
Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, digunakan 
nomenklatur Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 
Kabupaten/Kota (UPOPPKK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas 
Kesehatan yang berperan aktif dalam melaksanakan misi melalui tugas 
pokoknya yaitu melakukan pengelolaan obat publik dan perbekalan 
kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar dan 
program kesehatan pada unit pelayanan milik pemerintah di 
Kabupaten/Kota.  
2.2 Kerangka Teori 
Obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk seluruh 
makhluk hidup guna menentukan diagnosis, mencegah mengurangi, 
menghilangkan, menyembuhkan penyakit dan gejala penyakit. Akses terhadap 
obat merupakan hak asasi manusia, salah satu faktor penentu akses obat adalah 
ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. 
Keberadaan UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota 
Kupang ini mempuyai peranan penting dalam pelayanan obat karena 
merupakan unit pelaksana teknis dinas yang memiliki tugas menyediakan obat 
ke fasilitas kesehatan salah satunya puskesmas dengan melakukan manajemen 
pengelola obat. Tujuan dilakukan manajemen pengelolaan obat adalah untuk 




bagi semua lapisan masyarakat di fasilitas kesehatan. ketersediaan obat di 
Instalasi farmasi Kota juga harus didukung oleh ketersediaan sumber daya 
kefarmasian yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana prasarana. 
Ketersediaan obat yang baik dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dan juga mendukung peningkatan pelayanan kefarmasian era JKN. Tujuan 
terselenggaranya program jaminan kesehatan adalah agar semua penduduk 
Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sosial, sehingga  mereka dapat 
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3.1 Jenis dan Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantatif yang bersifat deskriptif non-
eksperimental, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat 
gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif atau menjelaskan data 
yang sudah terjadi di masa lalu (Notoatmodjo, 2005). 
Sumber pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data  
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi 
secara langsung di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan 
menggunakan lembar checklist berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator 
Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2017-2019, 
sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara retrospektif dari 
penelusuran laporan persentasi ketersediaan obat atau data-data di UPTD Instalasi 
Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang pada tahun 2019.  
 
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.2.1 Identifikasi Variabel 
 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel dalam penelitian 
ini adalah variabel tunggal yaitu manajemen pengelolaan obat setelah implementasi 







3.2.2. Definisi Operasional 
Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini, dapat dilihat padatabel 3.1 
sebagai berikut:  
Tabel 3.1 Definisi Operasional 
No Istilah  Definisi Istilah 
1 Pengelolaan obat Pengelolaan obat merupakan pelaksanaan manajemen obat. Prinsip 
manajemen tersebut merupakan pegangan untuk terselenggaranya 
fungsi pengelolaan obat dengan baik. Di dalam pengelolaan obat, 
fungsi manajemen merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari 
perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 
penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan 
2 Ketersediaan Obat Ketersediaan Obat merupakan indikator untuk mengetahui obat yang 
digunakan untuk pelayanan kesehatan sama dengan jumlah obat yang 
seharusnya tersedia di puskesmas. 
     





a. Sumber Daya  
1. Sumber daya manusia 
Sumber daya yang dimaksud ialah apoteker penanggung 
jawab dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli 
Madya Farmasi, Analisis Farmasi) dan juga tenaga lainnya. 
2. Sumber daya lainnya 
Sumber daya lainnya yang menunjang proses pengelolaan obat 
antara lain adalah biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan 
biaya lainnya serta kelengkapan sarana prasarana baik gedung 
dan kendaraan. 
b. Pengelolaan  
1. Perencanaan  
 Tersedianya SOP atau prosedur tertulis perencanaan obat, 
tersedianya tim perencanaan obat yang berjalan. 
2. Penerimaan 
 Adanya SOP dan buku penerimaan obat dan juga petugas 
yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa kesesuan antara 
obat yang diterima dengan item obat yang dikirim yang 
tercatat pada dokumen pengiriman dan juga petugas yang 
memeriksa kondisi kemasan dan tanggal kadaluwarsa. 
3. Penyimpanan  
 Adanya SOP penyimpanan obat serta ruangan yang bersih 
dan rapi dan bebas dari binatang pengerat dan serangga. 
Adanya ventilasi dan sirkulasi udara serta penerangan yang 
memadai. Penataan disesuaikan dengan tanggal kadaluwarsa 
dan jika ada obat kadaluwarsa maka disimpan terpisah. 
Penyimpanan juga memperhatikan obat program maupun non 
program, bentuk sediaan dan alfabetis. Dan melakukan 
pengamatan mutu obat secara organoleptis dan juga tersedia 
ruang yang cukup untuk bergerak. 
4. Distribusi 
 Tersedia petugas yang bertanggung jawab untuk 
mendistribusikan obat ke puskesmas-puskesman dan memiliki 





penyerahan/pengiriman obat dan perbekalan kesehatan. Dan 
juga memperhitungkah stok optimum. 
5. Penctatan dan pelaporan 
 Tersedia SOP pencatatan dan pelaporan serta kartu stok 
untuk setiap item dan jugs tersedian dokumen dinamika 
logistik obat/ laporan mutasi obat setiap bulan. Melakukan 
stok opname secara periodik dan verifikasi data LPLPO 
puskesmas dan  tersedia catatan tersendiri untuk obat 
kadaluwarsa. 
6. Pemusnahan 
 Tersedianya SOP pemusnahan dan terdapat petugas farmasi 
yang terdibat dalam proses pemusnahan dan adanya berita 
acara. 
7. Pengembangan kompetensi 
 Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan melakukan 






Pelayanan Kefarmasian Era JKN adalah suatu kegiatan pelayanan 
dalam program pelayanan kesehatan untuk menjamin ketersediaan, 
pemerataan, keterjangkauan  sediaan farmasi (obat) yang aman, 
bermutu dan berkhasiat. 
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota 
Kupang yang berlokasi di Jln. Sitarda No.19 Lasiana-Kupang. Waktu penelitian 
dimulai pada bulan September2020. 
3.4 Subyek Penelitian 
Pada penelitian kuantitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan 
istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang 
diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun 
subjek dalam penelitian ini adalah informan inti adalah Kepala Instalasi Farmasi Kota 
dan informan pendukung merupakan pegawai di Instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawaiyang ada di UPTD instalasi 
Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kupang. Sampel adalah sebagian anggota dari populasi 
yang dipilih sehingga diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan keberadaan 
populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan snow ball 
sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian 





dapat bertambah jika data yang diperoleh masih belum cukup lengkap, maka dapat 
menambah informan untuk melengkapi informasi data yang dibutuhkan. 
3.5 Prosedur Pengumpulan data 
3.5.1 Metode pengumpulan data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : 
1. Wawancara  
Wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung 
dengan informasi mengenai pokok bahasan penelitian (Sugiyono, 
2014). Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan 
lembar checklist. Dalam penelitian ini wawancara merupakan salah 
satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang 
lebih mendalam dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 
kepada informan yaitu Kepala Instalasi Farmasi Kota dan beberapa 
pegawai UPTD Instalasi Farmasi Kota tentang indikator manajemen 
pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Kota. 
2. Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 
yang spesifik bila dibandingkan dengan yang lain. Observasi dilakukan 
dengan melihat langsung di lapangan, observasi digunakan untuk 
menentukan faktor-faktor yang didukung melalui wawancara 
(Sugiyono, 2016).  
Observasi pada penelitian dilakukan pengamatan secara langsung 
terhadap kelengkapan data primer sesuai indikator presentase IFK  
manajemen pengelolaan obat .  
3.5.2 Instrumen Penelitian  
Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi (lembar checklist), 
dapat dilihat pada (lampiran 5) yang berisi daftar indikator presentase IFK  
manajemen pengelolaan obat sesuai standar berdasarkan Petunjuk Teknis Tata 






3.5.3 Proses Penelitian 
Proses penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1 





























a. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian 
b. Melakukan survei awal 
c. Membuat surat izin pengambilan data awal 
d. Menyusun proposal 
e. Melakukan seminar  proposal 
Tahap Persiapan 
a. Membuat surat izin pengambilan data 
b. Melakukan penelitian 
 
Tahap Pelaksanaan 
a. Menyusun skripsi 
• Mengelola hasil wawancara dan hasil 
observasi 
• Memberikankesimpulan berdasarkan 
hasil yang diperoleh dari pengolahan 
data 
• Memberikan saran terhadap aspek-
aspek yang perlu diperbaikikembali 
b. Melakukan ujian skripsi 






3.5.4 Jadwal Penelitian 
Rancangan jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada table 
3.2 sebagai berikut : 
Tabel 3.2 Jadwal penelitian 
 
3.6 Analisis Data 
Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. 
Analasis data dalam penelitian dilakukan pada saat mengumpulkan data dan 
setelah pengumpulan data.Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
deskriptif. 
Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghitung jumlah poin dari 
lembar check list yaitu jumlah dari total skor manajemen pengelolaan obat = sub 
total skor sumber daya + sub total skor pengelolaan. Instalasi farmasi 
kota/kabupaten yang melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar bila 
total skor ≥ 70. Peneliti akan mendeskripsikan komponen faktor yang 
mempengaruhi persentase manajemen pengelolaan obat dilihat dari total skor pada 
indikator dalam lembar check list dan didukung oleh data-data pendukung yang 
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3.7 Etika Penelitian 
3.7.1 Respect for Human Dignity (Menghargai Harkat dan Martabat)  
Etika dalam sebuah penelitian sangat penting dalam pelaksanaan 
penelitian. Penelitian ini akan berkaitan langsung dengan manusia yang 
memiliki hak asasi untuk diperhatikan selama kegiatan penelitian. 
Etika penelitian yang harus diperhatikan meliputi : 
1. Persetujuan (informed Consent) 
Lembar persetujuan merupakan media untuk mengikat 
kesepakatan antara peneliti dengan partisipan. Lembar persetujuan 
dilakukan sebelum penelitian dengan maksud agar partisipan 
mengerti tentang maksud dan tujuan penelitian serta akibat yang 
mungkin terjadi.  
2. Kerahasiaan (Condidentiality)  
Menjamin kerahasiaan merupakan salah satu etika dalam 
penelitian. Peneliti harus menjaga hasil informasi dan masalah-
masalah yang terkait dari partisipan, untuk hasil laporan hanya 
kelompok data tertentu yang akan dilampirkan. 
3.7.2 Benefiecience (Berbuat Baik) 
Pada prinsip etik Benefiecience, peneliti akan memperhatikan 
kesejahteraan partisipan dengan memperhatikan kemanfaatan dari 
penelitian yang di lakukan. Peneliti wajib menghargai partisipan sebagai 
sumber informasi dari penelitian yang dilakukan.  
3.7.3 Non-maleficience (Tidak merugikan) 
Peneliti meminimalkan resiko dari kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan tidak merugikan partisipan. Selain itu, peneliti akan 
memperhatikan agar partisipan bebas dari bahaya, eksploitasi, dan 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil 
4.1.1 Karakteristik Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang yang terletak di Jln. Sitarda 
No 19, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kota Kupang. Instalasi Farmasi Kota 
Kupang merupakan salah satu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dari 13 
UPTD yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, Instalasi Farmasi Kota 
Dinas Kesehatan Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kupang 
nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas dan Badan 
Kota Kupang. UPTD Instalasi Farmasi Kota pada Dinas Kesehatan Kota Kupang 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan 
Farmasi, penyusunan data statistik, pencatatan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan serta penerimaan, 
penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan 
ke setiap sarana kesehatan dan jaringan yang ada di Kota Kupang. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Instalasi Farmasi Kota 
pada Dinas Kesehatan Kota Kupang menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan program pengelolaan instalasi farmasi 
2. Pencatatan, monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat-
obatan,alat kesehatan dan perbekalan farmasi 
3. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-
obatan alat kesehatan dan perbekalan farmasi 
4. Pelaksanaan administrasi tata usaha yang meliputi urusan umum, 
perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. 
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 





Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD Instalasi Farmasi 
Kota melayani 11 Puskesmas se-Kota Kupang (Profil Dinkes Kota 
Kupang, 2018). 
Adapun Visi dan Misi UPTD Instalasi Farmasi Kota Berdasarkan 
profil Dinas Kesehatan Kota Kupang, yaitu : 
1. Visi dari UPTD Instlasi Farmasi Kota adalah menjadikan instalasi 
farmasi kota Dinas Kesehatan Kota Kupang sebagai sarana yang 
aman dan nyaman untuk tempat penyimpanan sediaan farmasi dan 
perbekalan kesehatan. 
2. Misi dari UPTD Instalasi Farmasi Kota adalah : 
b. Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan sesuai jumlah dan 
jenis yang memadai, 
c. Menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat dan Perbekalan 
kesehatan, 
d. Menyiapkan akses obat dan perbekalan kesehatan yang mudah 
dijangkau secara merata, tepat waktu dan tepat jenis (Profil 




















4.1.2 Data Umum 
UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang memiliki 
Sumber Daya Manusia yang cukup serta memiliki tugasnya masing-masing yang 
dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut : 
Tabel 4.1 Jumlah dan Tugas Sumber Daya Manusia di UPTD IFK Dinas Kesehatan 
Kota Kupang 
No Tugas SDM Jumlah 
(orang) 
1 Penanggung Jawab Instalasi Farmasi 1 
2 Koordinator Tata Usaha 1 
3 Pejabat Fungsional yang melakukan teknis Kefarmasian 
(Pengelolaan Obat) 
5 
Unit Penerimaan & Distribusi, Pj. Ruang Distribusi 1 
 Unit Perencanaan, Pelaporan & Evaluasi, Pj.BHP 1 
Unit Penerimaan & Distribusi, Pj. Ruang Reagen, injeksi, 
sirup 
1 
Unit Pj. Obat Cairan Luar dan Salep 1 
Unit Pj. Obat Program & Vaksin 1 
4 Staf Urusan Umum dan Perlengkapan 2 
5 Staf Urusuan Keuangan 1 
6 Staf Umum & Supir 1 
7 Penjaga Kantor  2 
Total Jumlah SDM 13 
 
4.1.3 Data Khusus 
4.1.3.1 Persentase ketersediaan obat di UPTD instalasi Farmasi Kota  
 Persentase ketersediaan obat di UPTD instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang : 
Tabel 4.2 Persentase ketersediaan obat 




1 2018 90 72,73 








4.1.3.2 Manajemen Pengelolaan Obat  
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan obat :  
▪ Sumber Daya 
  Dari hasil pengisian lembar check list pada lampiran 5 hal. 42-44, 
total skor komponen sumber daya, dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai 
berikut : 




1 Struktur Organisasi 7,5 7,5 
2 Sumber Daya 
Manusia 
15 10,5 
1. Penanggung Jawab 7,5 3 
2. Jumlah SDM 7,5 7,5 
3 Biaya Operasional 7,5 7,5 
4 Sarana Prasarana 30 30 
Total Skor 60 55,5 
 
▪ Pengelolaan  
  Dari hasil pengisian lembar check list pada lampiran 5 hal. 44-45, 
total skor komponen Pengelolaan, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai 
berikut : 
Tabel 4.4 Pengelolaan 
No Komponen Pengelolaan Standar Skor 
1 Perencanaan 6 6 
2 Penerimaan 5 5 
3 Penyimpanan 6 6 
4. Distribusi 6 6 
5. Pencatatan dan pelaporan 6 6 
6. Pemusnahan 5 5 
7. Pengembangan kompetensi 6 6 







B. Total Skor Manajemen Pengelolaan Obat 
Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang 
di susun oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan 
kementrian kesehatan Republik Indonesia, Total Skor Manajemen 
Pengelolaan Obat = Sub Total Skor Sumber daya (A) + Sub Total Skor 
Pengelolaan (B).  
Perhitungan skor dilaksanakan terhadap unsur sumber daya dengan 
sub total bobot 60, dan unsur pengelolaan dengan sub total 40, yang dapat 
dilihat pada lembar checklist yang telah diisi pada lampiran 5 hal. 42-45. 
Perhitungan total skor manajemen di dapat dari total skor sumber daya 
ditambah total skor pengelolaan dapat dilihat pada tabel 4.2 sumber daya 
dan 4.3 pengelolaan. 
Instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen 
pengelolaan obat sesuai standar bila total skor ≥ 70. Total Skor 
manajemen obat dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut : 
Tabel. 4.5 Total skor manajemen pengelolaan obat 
Komponen Indikator Persentase Instalasi Farmasi 
Kabupaten/Kota Yang Melakukan Manajemen Pengelolaan 




A. Sumber Daya 55,5  
95,5 B. Pengelolaan 40 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Data  Umum 
 Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat 
dalam suatu organisasi yaitu meliputi semua orang yang melakukan 
aktivitas. Tenaga yang ada dalam pelayanan farmasi meliputi apoteker, 
tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga lainnya. Apabila jumlah tenaga tidak 
terpenuhi dengan baik dan kualitas SDM tidak sesuai degan standar yang di 
tetapkan maka mutu pelayanan yang di hasilkan akan tidak sesuai dengan 





 Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata  
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Farmasi Tahun 2017-2019 yang di 
susun oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementrian 
kesehatan Republik Indonesia, jumlah sumber daya manusia yang terdapat 
di Instalasi Farmasi sebaiknya lebih dari 7 orang (>7) dengan memiliki 
kompetensi yang sesuai dalam melaksanakan fungsi organisasi yang 
meliputi Apoteker, Tenaga Teknis Farmasi dan tenaga lainnya. 
 Dari hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.1 dan struktur organisai 
yang terdapat pada lampiran 6 hal 46, UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang memilki 13 pegawai, yang terdiri dari 1 orang 
penanggung jawab, 1 orang koordinator tata usaha, 5 orang diantaranya 
merupakan tenaga yang melakukan teknis kefarmasian yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan obat di UPTD IFK dan 6 orang tenaga lainnya 
sebagai tambahan yang bertugas dalam bagian perlengkapan, keuangan, 
menjaga kantor dan mendistribusikan obat ke puskesmas yang ada di Kota 
Kupang  
 Sumber Daya Manusia yang ada saat ini pada UPTD IFK Dinas 
Kesehatan Kota Kupang sudah memenuhi standar, yaitu lebih dari 7 orang 
sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan 
manajemen pengelolaan obat di instalasi farmasi dapat berjalan dengan 
baik, karena apabila jumlah tenaga tidak terpenuhi dengan standar yang di 
tetapkan maka efektivitas melakukan pekerjaan tidak berjalan dengan baik 
dan mutu pelayanan yang di hasilkan akan tidak sesuai dengan yang di 
harapkan. 
4.2.2 Data Khusus 
4.2.1.2 Persentase Ketersediaan Obat di UPTD instalasi Farmasi Kota 
Ketersediaan Obat merupakan gambaran jumlah dan jenis obat yang 
tersedia di pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk jangka waktu 
tertentu. Ketersediaan obat akan meningkatkan terjangkaunya akses obat 
oleh masyarakat (Prasetyo, 2016). Ketepatan dan kebenaran data di instalasi 
farmasi kota akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan perbekalan 





kebutuhan obat pertahun puskesmas diminta menyediakan data pemakaian 
obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan 
Obat (LPLPO). Kemudian Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan (UPOPPK) akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap 
kebutuhan obat puskesmas di wilayah kerjanya (Anjarwati, 2010). 
Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pusat pelayanan 
kesehatan diharuskan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh penyelenggara JKN dengan tujuan untuk 
memberikan perlindungan kesehatan yang salah satunya dilakukan dengan 
cara memastikan ketersediaan obat (RAK, 2018).  
Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang di 
susun oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementrian 
kesehatan Republik Indonesia, menetapkan indikator kinerja bagi seluruh 
Instalasi Farmasi dimulai dari tahun 2017-2019, target persentase 
ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang ditetapkan pada 
tahun 2018 adalah 90% dan pada tahun 2019 adalah 95 %. 
Dari hasil penelitian, persentase ketersediaan obat di UPTD Instalasi 
Farmasi Kota Dinas kesehatan Kota Kupang belum mencapai target yang 
ditetapkan. Persentase ketersediaan obat pada tahun 2019 sebesar 72,73% 
hasil persentase ketersediaannya masih sama dengan tahun sebelumnya 
yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dan belum mencapai target yang ditetapkan 
untuk tahun 2019 yaitu 95%.  
Hal ini menunjukan bahwa masih ada faktor-faktor manajemen 
pengelolaan obat di era JKN yang di lakukan di UPTD Instalasi Farmasi 
Kota Dinas kesehatan Kota Kupang belum dilakukan dengan baik dan 
ketersediaan obat belum terjamin sepenuhnya. Salah satu faktor penting 
yang menetukan ketersediaan obat adalah faktor perencanaan, perencanaan 
obat sebagai fungsi menentukan proses pengadaan obat dalam memenuhi 
ketersediaan obat belum di terealisasikan dengan baik, tujuan melakukan 
perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan 





kesehatan yang telah ditetapkan. Perencanaan Obat yang telah dilakukan 
telah sesuai dengan standar yang di tetapkan, tetapi pelaksanaanya belum 
optimal karena masih ada keterlambatan penyampaian pelaporan obat ke 
IFK, selain itu pengadaan obat di adakan tidak seimbang sehingga 
mempengaruhi ketersediaan obat.  
Dengan ketersediaan obat yang tidak mencapai target akan 
menyebabkan terjadinya kekosongan obat di sarana atau fasilitas kesehatan 
yaitu puskesmas, yang menganggu keberhasilan suatu pengobatan dan 
kualitas pelayanan yang diberikan dalam meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat di kota kupang.  
 
4.2.1.3 Presentase Manajemen Pengelolaan Obat 
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan obat : 
▪ Sumber Daya 
    Sumber daya merupakan suatu input untuk berfungsinya manajemen 
pengelolaan obat, sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, 
sarana prasarana. Ketersediaan sumber daya di Instalasi Farmasi sangat 
mempengaruhi keberhasilan suatu pelayanan yang dilakukan (Badaruddin, 
2015) 
    Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang di 
susun oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementrian 
kesehatan Republik Indonesia, Sumber daya yang ada di UPTD IFK harus 
memiliki  Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi yang dikepalai oleh 
seorang Apoteker, Sumber daya manusia du UPTD harus memiliki 
kompetensi mengelola obat dengan baik dan bejumlah lebih dari 7 orang, 
Biaya Operasional untuk menunjang proses pengelolaan obat seperti biaya 
pemeliharaan, biaya distribusi dan Sarana Prasarana di UPTD IFK memiliki 
kelengkapan sarana prasarana yang memadai yang dapat menjamin 
keamanan dan mutu dari obat, kelengkapan sarana dan prsarana seperti 





     Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.2.  total skor 
pada bagian sumber daya, didapatkan nilai sebesar 55,5 sedangkan dapat di 
lihat pada tabel 4.3 nilai standar yang ditetapkandalam Petunjuk Teknis Tata 
Laksana Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 
yaitu total skor 60. Penyebab kurangnya nilai total skor sumber daya 
terdapat pada penanggung jawab instalasi farmasi di UPTD Instalasi 
Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang yang bukanlah seorang 
Apoteker.  
   Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019, baiknya 
Penanggung jawab UPTD Instalasi Farmasi adalah seorang Apoteker. 
Melihat UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang yang 
tidak dikepalai oleh seorang Apoteker, faktor ini akan mempengaruhi 
pengelolaan obat dari segi keahlian mengelola obat dalam penyiapan 
rencana kerja kefarmasian. 
 
▪ Pengelolaan  
Pengelolaan sediaan farmasi adalah salah satu kegiatan pelayanan 
Farmasi, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan 
keterjangkauan obat yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan 
kompetensi atau kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem 
informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan 
(Permenkes RI, 2016). 
Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang di 
susun oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementrian 
kesehatan Republik Indonesia, faktor  pengelolaan meliputi perencanaan, 
penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan & pelaporan, 
pemusnahan dan pengembangan kompetensi, dengan memiliki bobot skor 
masing-masing  tiap komponen yang dapat di lihat pada lampiran 5 hal 42 





 Dari hasil pengisian lembar chek list pada lampiran 5 hal 44-45 
bagian pengelolaan, total skor yang diperoleh adalah 40, total skor ini telah 
memenuhi standar yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Tata Laksana 
Indikator Kinerja Tata Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan 
Tahun 2017-2019 adalah 40 yang dapat dilihat pada tabel 4.4 pengelolaan. 
Melihat hal ini pengelolaan di UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang sudah di lakukan dengan baik mulai dari 
pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan 
dan pelaporan, pemusnahan sampai pengembangan kompetensi. Proses 
pengelolaan obat yang sudah baik di UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas 
Kesehatan Kota Kupang akan berpengaruh pada kesuksesan pelayanan yang 
di berikan yaitu dari segi keamanan dan mutu obat untuk tempat 
penyimpanan, ketersediaan obat yang cukup dan memadai disejumlah 
puskesmas yang ada di Kota Kupang 
 
B. Total Skor Manajemen Pengelolaan Obat 
Berdasarkan  Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata 
Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang di 
susun oleh direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementrian 
kesehatan Republik Indonesia, Instalasi farmasi kabupaten/kota yang 
melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar bila total skor  ≥ 
70.  
Manajemen pengelolaan obat yang dilakukan dengan baik dan sesuai 
standar operasional prosedur yang ditetapkan sangat mempengaruhi 
terjaminnya ketersediaan obat secara kuantitas dan kualitas (Kasmawati 
et al, 2018). 
Total skor manajemen pengelolaan obat yang dilakukan di UPTD 
Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kupang, yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.5 sudah memenuhi standar yaitu 95,5. Hal ini menunjukan bahwa 
faktor-faktor manajemen pengelolaan obat sudah dilakukan dengan baik. 
namun ketersediaan obat berturut turut dua tahun terakhir 2018 dan 2019 





ditetapkan, rendahnya ketersediaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Kota 
Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat menurunkan kualitas kinerja dan 
pelayanan kesehatan yang diberikan UPTD IFK Dinkes Kota Kupang 
begitupun dengan program pemerintah menyelenggarakan JKN dalam 
menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi 
masyarakat belum tercapai. 
Solusi untuk meningkatkan ketersediaan obat yaitu melakukan 
perencanaan terpadu melibatkan puskesmas sehingga dapat 
mempengaruhi ketersediaan obat karena ada koordinasi usulan dan 
ketepatan data dalam perencanaan, serta  melakukan pengadaan dengan 
sistem monitoring manajemen persediaan yang terintegrasi antara 
puskesmas dan UPTD IFK karena berpotensi memelihara tingkat 
ketersediaan obat di puskesmas dalam jumlah yang aman. Sistem 
informasi manajemen merupakan metode informal yang menyediakan 
informasi akurat dan tepat waktu, dengan begitu dapat mempermudah 
mengetahui kebutuhan obat di puskesmas dan membuat organisasi IFK 
dapat melakukan fungsi perencanaan, pengadaan dan pengendalian obat 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 
Manajemen pengelolaan obat era JKN di UPTD Instalasi Farmasi Kota 
Dinas Kesehatan Kota Kupang periode tahun 2019 sudah memenuhi standar 
berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat 
Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2017-2019 yang disusun oleh 
direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan 
Republik Indonesia.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkn hasil penelitan yang dilakukan, peneliti menyarankan  
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 
lanjutan tentang faktor-faktor lain diluar manajemen pengelolaan obat yang 
mungkin saja bisa menjadi penyebab rendahnya ketersediaan obat. 
2. Untuk UPTD Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Kupang perlu 
adanya evaluasi yang mendalam tentang ketersediaan obat yang belum 
mencapai standar yang ditetapkan agar mengoptimalkan ketersediaan obat 
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Lampiran 6. Data Penunjang Sumber Daya 











2. Sarana Dan Prasarana 
 

























Area persiapan distribusi 
 
Computer dan printer 
 
Aplikasi Manajemen obat secara logistic 
 
 




Kendaraan roda dua 
 

































































































































































































































Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
 
 
